yakni dilakukannya pemilihan secara langsung seluryh anggota DPD, DPR,
DPRD Propinsi. DPRD Kabupaten/Kota hingpa presiden dan wakil presiden.
Dikatakan bary karena ada Iembaga-lembaga Negara yang dibentuk melalyj
pemilu kali ini dipilih secara langsung oleh rakyat pemilih. Jika pada pemilu-
pernilu sebelumnya, angeota DPR, DPRD selain dipilih melalu; pemilu, ada
Juga yang diangkat oleh presiden, maka pada pemilu 2004, selyruh anggota
DPR, DPRD dipilik langsung oleh rakyat ?

l Pemilu 21004 juga dikatakan bary, karena ada lembaga bam yang akan
dibentuk melalui pemilu kali ini, yaity Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Lembaga ini adalah Semacam badan legislatif yang anggotanya merupakan wakil-

- wakil dari propinsi-propinsi dj Indonesia. Menurut Undang—undang Nomor 12
Tahun 2003, setiap propinsi diwakili oleh 4 orang wakil *
Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 pada pasal g2 ayat (2)
dijelaskan bahwa surat Suara pemile anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota, memuat nomor tanda gambar partaj politik peserta pemily dan

caloin untuk setiap daerah pemilihan.

Dalam pemilu kali inj tata cara pencoblosan berbeda dengan pemily yang
sebelumnya, berbagai aturan main pencoblosan merupakan suaty hal yang tak

pernah dialami oleh pemilit pada saat pengambilan suara, perhedaan;dengan bilik

-_—

: KPU, 4pa dan Bagaimang Pemily 2004, KPU Yogyakarta, Yogyakarta, 2004 Him._ 4 .

* Ibied, him. 4
* Ibid, hlni §
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suara (tempat pencoblosan) yang relatif lebih kecil ketimbang surat suara.
Masyarakat masih merasakan hal yang baru dan mendapatkan kesulitan saat akan
mencoblos, berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, pemilu 2004
pemilih mencoblos tanda gambar partai politik dan satu nama calon yang diajukan
partai politik bersangkutan. Dalam hal ini masyarakat juga mengalami kebutaan
terhadap calon anggota legislatif (caleg) yang akan dipilih.

Pada pemilu sekarang ini masyarakat juga tidak hanya memilih secara
langsung anggota legislatif tetapi juga memilih presiden dan wakil presiden secara
langsung dengan tujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang
memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-
fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional
sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2064 memiliki nuansa’
herbeda dengan sebelumnya karena rakyat memilih calon presiden dan wakil
presiden secara langsung dalam satu pasang yang diusulkan oleh partai politik atau

gabungan partai politik peserta pemilu.

|
! B. Rumusan Masalah

" Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalahnya
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oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pemilihan Umum legislatif, Presiden

dan wakil presiden tahun 2004 Di Kabupaten Kudus ?.

C. Tinjauan Pustaka
Dalam negara demokrasi kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, sehingga
pemerintah dibuat oleh rakyat yang berfungsi untuk mengabdi pada kepentingan
rakyat atau untuk mewujudkan tujuan negara yang menyangkut keamanan,
ketertiban, kesejahteraan, keadilan dan kemerdekaan bagt rakyat.®
Dalam negara demokrasi disebutkan bahwa demokrasi adalah pcmerintahan
vang dilgksanakan cleh orang-orang yang berkualitas dengan memperoleh
persetujuan dari rakyat. Hal ini dapat dimaklumi mengingat dalam demokrasi
pemerintahan bertanggung jawab terhadap rakyat. Demokrasi disebut juga
I pemen'ntalhan yang dilaksanakan oleh mayoritas. Hal ini berkaitan bahwa dalam
demokrasi harus ada pemilu.’

Demokrasi mempunyai  arti penting sebab dengan demokrasi hak
masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan. Demokrasi sebagai
dasar hidup negara sebab demokrasi merupakan tingkat terakhir partisipasi rakyat
dalam mamberikan ketentuan tentang masalah-masalah pokok mengenat
kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara dan demokrasi
merupakan kebijakan yang berdasarkan atas kehendak dan kemauan rakyat.

Seperti yang ditegaskan oleh Mahfud MD :

L. - ') LR TR I | - () 1 . ™. .4 .. 1nha TTL
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Di dalam gagasan demokrasi perwakilan ini, kekuasaan yang tertinggi
(kedaulatan) terletak di tangan rakyat, tetapi dalam pelaksanaannya kekuasaan
rakyat itu dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri.
Dapat dikatakan bahwa semua negara demokrasi modern menggunakan sistem
perwakilan karena jumlah rakyat sangat besar tidak memungkmkan rakyat
melakukan sendiri kekuasaammya secara langsung.’®

Pemilihan umum hakekatnya merupakan suatu kenyataan yang dilakukan
oleh rakyat untuk memilih para wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga
perwakilan rakyat yang selanjutnya disebut DPR, dan memilih wakil dari propinsi
untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Daecrah yang selanjutnya disebut DPD,
serta memilih presiden dan wakil presiden.

Pemilu memiliki fungsi yang sangat sakral untuk menunjukkan baik ke
dalam atau ke luar bahwa negara itu tetap merupakan negara demokrasi. Jadi
pemilu merupakan acuan baik secara nasional/internasional untuk menunjukkan
bahwa kedaulatan rakyat tidak pernah berpindah ketangan atau badan lain.’

Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa pemilu adalah merupakan suatu
cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat
menjalankan roda pem erintahan.'

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 BaB I ketentuan umum
disebutkan pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

& Moh Mahfud MD, Hurkum dan Piiar-pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta hlm 240
® Sukarna, Pengantariimu Politik Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1994. hi
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Menurut  Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 Tentang
Pembentukan Komisi Pemiliban Umum bahwa penyelenggara pemilihan umum
dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umuym yang independent dan nonpartisan
sebagaimana dimaksud dalam Undang—undang Nomor 4 Tahun 2000 Tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan

Umum. !

Pokok isi dari Unda.ng-undang Nomor 4 Téhun 2000 Tentang perubahan

atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum adalah
adanya perubahan penting yaitu bahwa penyelenggaraan pemilihan umum tahun
2004 d]laksanakan sebuah lembaga Komis Pemilihan Umum (KPU) yang
independent dan nonpartisan, *

1 Independen dan nonopartisan inilah yang menjadi label bary komisi
pen:nl]han umumi yang disandang KPU saat ini. KPU yang baru terdiri dari para
anggota yang dlplhh dari orang-orang yang independent dan nonpartisan.
Pembentukan KPPl yang demikian tidak bisa: dilepaskan dengan aktivitas KPU
masa lalu, yaitu pada pemilu 1999, Pada saat itu beranggotakan para fungsionarig
parta_;i peserta pemily, inj beda dengan yang sekarang terjadi.

t KPU yang diisi figur-figur non partisan dengan selcksi yang cukup ketat

dan fransparan merupakan kemajuan dalam hal mendorong pertanggungjawaban

! hrtp Hweww, del:k com/mfopem:lu2004/uuXkepprea/keppres?OZOOl shtml
12 Wawasan 13 Febnrasi 2004, Him. 16
Iéud t
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terhadap penyelenggara pemilu. Bahkan dalam undang-undang pemilu ditegaskan
bahwa KPU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pe.milu‘”

Dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003
dijelaskan, bahwa tahapan penyelenggara pemilu adalah rangkaian kegiatan
pemilu yang dimulai dari pendaftaran pemilih sampai pada penctapan hasil pemilu

anggota DPD, DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

D. Tujuan Penelitian
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan
sosialisasi tata cara pencoblosan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum

Daerah dalam pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 di

Kabupaten Kudus.
1

|

E. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang bisa diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Bagi ilmu pengetahuan, khususnya masyarakat kampus : hasil penelitian
: ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya
tentang pelaksanaan sosialisasi tata cara pencoblosan yang dilakukan oleh

Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam pemilu Legislatif, Presiden dan

Wakil Presiden tahun 2004,

" nitro™"



2. Bagi pembangunan : hasil penelitian diharapkan bermanfaat dan menjadi
bahan masukan bagi kantor komisi pemilihan umum dalam peranannya

yang akan datang.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
a. Penelitian Kepustakaan
Penelitian kepustakaan adalah penelittan yang dilakukan untuk
memperoleh data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan hukum tersier.
b. Penelitian Lapangan
! Pelnelitian ini dimaksudkan sebagai suatu proses pengumpulan data di
lapangan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang akan dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah :
Kantor KPU Kabupaten ‘Kudus, untuk mendapatkan data atau gambaran
yang diinginkan sesuai dengan tujuan peneliti.

3. Responden

b LI T | . b .
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a. Data Primer
Cara pengumpulan data primer yaitu dengan menggunakan metode
wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada
responden.
b. Data Sekunder
Cara pengumpulan data sekunder yaitu dengan studi pustaka, data yang
diperoleh dari penelaahan literature-literatur di perpustakaan.
1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu
meliputi
a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan
Presiden.
i c. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan
permasalahan.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menunjang bahan
hukum primer, yang meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian, surat kabar
yang berkaitan dengan permasalahan,

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan

e Ao Ao 0 il o Lodis i limnme Adea salesadasr dicetaraneorn aodalnl Tramaae
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5. Teknik pengolahan Data
Data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut disusun secara sistematis,
logis, untuk mendapatkan gambaran umum tentang pelaksanaan sosialisasi tata
cara pencoblosan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilthan Umum 2004
di Kabupaten Kudus.

6. Analisis Data
Gambaran umum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan
pchckatan yuridis vaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian
.-dikelompokkan kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang sesuai

menurut kualitas data dan dengan memberikan gambaran yang sebenarnya

.
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